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Tabel tersebut diatas, merupakan tebel indikasi rencana program proritas 

yang disertai kebutuhan pendanaan Provinsi Sulawesi Barat. Tebel ini tampak 

lebih jelas atas program yang direncanakan dan akan dituntaskan oleh pihak 

pemerintah Provinsi Sulawesi Barat. Selain program rutinitas yang tertuang pada 

kolom di atas, juga terdapat program tambahan yang menjadi tanggungjawab 

pemerintah provinsi Sulawesi Barat. Provinsi Sulawesi saat ini sudah menjalankan 

program yang sejalan dengan perencanaan yang tertuang dalam table atau kolom 

di atas. Semua program yang di rencanakan oleh pihak pemeritah Provinsi 

Sulawesi Barat, merupakan program hasil tinjauan dan kebutuhan saat ini hingga 

kebutuhan kedepan. Salasatu contoh program kebutuhan saat ini hingga yang 

akan datang adalah program IPTEK. Program iptek ini adalah program yang 

menjadi kebutuhan pokok setiap daerah, sehingga program ini menjadi program 

rutinitas yang sifatnya wajib. Selain program iptek yang dianggap program wajib, 

program yang bersifat keratif dan inovatif. Mewujudkan program yang bersifat 

kreatif dan inovatif dibutuhkan seorang innovator. Inovator inilah yang akan 

menjadi pelaku objek pada setiap program. Lahirnya suatu inovator sehingga 

sejalan dengan SDM atau sumber daya manusia. Pemerintah setempat dalam hal 

ini provinsi Sulawesi Barat berkewajiban untuk meningkatkan SDM.  

 

 

 

 

 

 

 


